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Abstract

This study aimed to examine the effect of the characteristics of the local government (the level of
wealth of local government, the level of dependence of local governments on the central government,
the shopping area and than the findings of BPK (Republic of Indonesian) to report Performance
accountability of Government Agencies and the district town in South Sumatra. Population Research
hearts singer that there are 18 provincial governments and district / city. The total sample there are 16
provinces and districts / cities. All of it based on the category selected by using purposive sampling.
All of it based on the category selected by using a sampling purposive. The test results of the variables
X and Y in this study showed three had no significant effect and a significant effect, namely the level of
wealth of local government, the level of dependency of local governments from dependence on the
central government and regional expenditure does not significantly influence performance
accountability reports of government agencies of provincial and district / city in Southern Sumatra,
while the BPK audit findings significant effect on agency performance accountability report.
Keywords: Characteristics of the local government , the level of wealth of local government, the
level of dependence of local governments on the central government, the shopping area and than the
findings of BPK Republic of Indonesian, BPK RI audit findings and report Performance
accountability of Government Agencies and the district town in South Sumatra.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah (tingkat kekayaan
pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, daerah
perbelanjaan dan dari temuan BPK Republik Indonesia) terhadap laporan akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah Dan kabupaten kota di Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini bahwa ada 18
pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten / kota, total sampel ada 16 pemerintah Provinsi dan
pemerintah kabupaten / kota. Semua itu berdasarkan kategori yang dipilih dengan menggunakan
purposive sampling. Hasil pengujian terhadap variable X dan Y pada penelitian ini menunjukan tiga
tidak berpengaruh signifikan dan satu berpengaruh signifikan, yaitu tingkat kekayaan pemerintah
daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada ketergantungan pemerintah pusat dan belanja
daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi
dan kabupaten / kota di sumatera selatan, sedangkan temuan audit BPK RI berpengaruh signifikan
terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi.

Kata Kunci : Karakteristik pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah,
tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, daerah perbelanjaan
dan dari temuan BPK Republik Indonesia dan laporan akuntabilitas kinerja instansi.

PENDAHULUAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dana (investor dan kreditur),

disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang
memberikan kesempatan kepada daerah
untuk membangun kemandirian dalam
memperoleh pendanaan. Pendanaan
sendiri akan dapat diterima oleh penyedia

pemerintah daerah memiliki akuntabilitas
yang baik.

Akuntabilitas merupakan salah satu
unsur dari perwujudan good governance
yang sedang dilakukan di Indonesia,
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karena  menurut  Suyanto  (2010),
akuntabilitas merupakan kunci dari konsep
good governance, untuk mendukung hal
tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan  sistem  pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, dan terukur, dan
berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan  keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan melalui sistem

pertenggungjawaban  secara  periodik
(BPKP, 2007).
Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KEMENPAN dan RB) mempunyai tugas
untuk melakukan penguatan akuntabilitas
kinerja  instansi-instansi ~ pemerintahan.
Usaha-usaha  penguatan  akuntabilitas
kinerja dan sekaligus peningkatannya,
dilakukan antara lain melalui evaluasi
(AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (Inarto, 2013).  Tujuan
dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah adalah untuk
mendorong peningkatan kualitas
akuntabilitas  kinerja  seluruh instansi
pemerintah, dan melihat bagaimana
komitmen penerapan manajemen
pemerintahan yang berbasis kinerja. Hasil
dari  evaluasi  akuntabilitas  Kkinerja
pemerintah  daerah dituangkan dalam
bentuk pengelompokan predikat, yaitu
kategori AA (memuaskan), kategori A
(sangat baik), kategori BB (baik), kategori
CC (cukup baik/memadai), kategori C

2. TINJAUAN
2.1.1 Pengertian teori keaganan

Menurut Halim dan Abdullah (2006), teori
keagenan merupakan suatu hubungan yang
terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara
dua pihak atau lebih dimana pihak pertama
disebut prinsipal dan pihak yang lain disebut

(agak kurang), dan kategori D (kurang).
Dalam penelitian ini, evaluasi empiris
karakteristik pemerintah daerah yaitu
tingkat kekayaan pemerintah daerah,
tingkat ketergantungan pemerintah daerah
pada pemerintah pusat, belanja daerah dan
temuan audit BPK RI.

Motivasi yang melandasi penelitian
ini yaitu peneliti ingin  menerapkan
penelitian terdahulu yang dilakukan di
Jawa Timur dilakukan juga diseluruh
pemerintah  Provinsi dan  pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk
melihat apakah terdapat perbedaan dan
hasil antara karakteristik pemerintah
daerah yaitu tingkat kekayaan pemerintah
daerah, tingkat ketergantungan pemerintah
daerah pada pemerintah pusat, belanja
daerah dan temuan audit BPK RI terhadap
akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi
dan  pemerintah kabupaten/kota  di
Sumatera Selatan selama periode 2014.
Yang melandasi penelitian ini  yaitu
melihat banyaknya pembangunan
prasarana publik yang telah dibangun di
pemerintah  Provinsi dan  pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan mulai
dari proyek LRT vyang berada di
Palembang, pembangunan jalan Tol
Palembang Indralaya, pembagunan sarana
olahraga  bertaraf  Internasional  di
Jakabaring serta taman-taman kota yang
berada di pemerintah Provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota yang tersebar
di Sumatera Selatan. Semua belanja dan
pembangunan  yang dilakukan oleh
pemerintah  daerah  tersebut  harus
dipertanggungjawabkan  akuntabilitasnya
oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatanyang
bersangkutan.
agen. Prinsipal merupakan pihak yang
bertindak sebagai pemberi perintah dan
bertugas untuk mengawasi, memberikan
penilaian dan masukan atas tugas yang telah
dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah
pihak yang menerima dan menjalankan tugas
sesuai dengan kehendak prinsipal.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)



Dalam pengertian sempit,
akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung
jawaban yang mengacu pada kepada siapa
organisasi (pekerja individidu)
bertanggungjawab dan untuk apa organisasi
(pekerja individu) harus bertanggungjawab.
Dalam pengertian luas, akuntabilitas dipahami
sebagai kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan  kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Makna
akuntabilitas ini merupakan inti filosofis
dalam manajemen sektor publik.

2.1.3 Pengertian
Pemerintah Daerah
Kekayaan (wealth) pemerintah daerah
dapat dinyatakan dengan jumlah  Pendapatan
Asli Daerah (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo,
2010). Menurut Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah
merupakan sumber penerimaan daerah asli
yang digali di daerah tersebut untuk digunakan
sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan dan usaha-usaha
daerah untuk memperkecil ketergantungan
dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli
Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah.
2..1.4 Pengertian Tingkat Ketergantungan
pada Pemerintah Pusat

Tingkat  Kekayaan

Pada penelitian Mustikarini dan
Fitriasasi  (2012), tingkat ketergantungan
dengan pusat dinyatakan dengan besarnya
Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut PP
Nomor 55 tahun 2005, dana alokasi umum
adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan  dengan tujuan  pemerataan
keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

2.1.5 Pengertian Belanja Daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010,
belanja modal merupakan belanja pemerintah
daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun
anggaran dan akan menambah aset atau
kekayaan daerah dan selanjutnya akan
menambah belanja yang bersifat rutin seperti
biaya pemeliharaan pada kelompok belanja
administrasi umum. Belanja modal digunakan
untuk memperoleh aset tetap pemerintah
daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan
harta tetap lainnya.

Belanja daerah dimaksudkan untuk
mendapatkan aset tetap pemerintah daerah,
yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan
harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga
cara untuk memperoleh aset tetap tersebut,
yakni dengan membangun sendiri,
menukarkan dengan aset tetap lain, dan
membeli. ~ Namun, untuk  kasus  di
pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan
adalah dengan cara membeli. Proses
pembelian  yang  dilakukan  umumnya
dilakukan melalui sebuah proses lelang atau
tender yang cukup rumit (Abdulah, 2006).

2.1.6 Pengertian Temuan Audit BPK RI

Audit adalah proses pemeriksaan yang
dilakukan secara sistematis untuk mengetahui
bagaimana sesungguhnya pelaksanaan
ditetapkan. Menurut Hall (2007), audit adalah
bentuk dari pembuktian indepeden yang
dilakukan oleh ahli auditor yang menyatakan
pendapat mengenai  kewajaran  laporan
keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada
keandalan laporan keuangan yang dihasilkan
secara internal bergantung secara langsung
pada validasi oleh auditor ahli yang
independen.

Audit dilakukan oleh auditor internal
dan eksternal. Audit eksternal seringkali
disebut sebagai audit independen karena
dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP)
yang independen dari manajemen perusahaan
klienya. Auditor eksternal mewakili berbagai
kepentingan pemegang kepentingan pihak ke
tiga atas perusahaan, seperti pemegang saham,
kreditor dan badan pemerintah (Hall, 2007).



Tabel 2.1

Tujuan Penelitian Terdahulu

Peneliti

Judul

Variabel

Hasil Penelitian

Reynaldi

Riantiarno
dan Nur Azlina (2011).

Faktor-faktor yang

mempengaruhi
akuntabilitas
kinerja instansi

Penerapan
akuntabilitas
keuangan, ketaatan
pada peraturan

Secara umum variabel
penerapan akuntabilitas
keuangan tidak
berpengaruh terhapa

pemerintah. perundangan, akuntabilitas tetapi
akuntabilias kinerja sebaliknya pada peraturan
instansi pemerintah. perundangan berpengaruh
positif terhadap
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.
Amy fontanella dan | Pengaruh Kemandirian daerah, | Tingkat kemandirian
Hilda Rossieta (2014). | desentralisasi fiscal | tingkat daerah serta kinerja
dan kinerja ketergantungaan pada | peneyelengara pemerintah
terhadap pemerintah pusat serta | daerah berpengaruh positif
akuntabilitas Kinerja penyelengara | tetapi tingkat
pelaporan pemerintah daerah ketergantungan pada
keuangan terhadap akuntabilitas | pemerintah pusat

pemerintah daerah

di Indonesia.

pelaporan keuangan
pemerintah daerah di
Indonesia.

berpengaruh negative
terhadap akuntabilitas
pelaporan keuangan
pemerintah daerah di
Indonesia.

Siti Aliyah dan Aida

Nahar (2012)

Pengaruh penyaj

laporan keuangan

daerah daan
aksessibilitas

laporan keuangan

daerah terhadap
transparasi
akuntabilitas
pengolaan
keuangan daerah

kabupaten Jepara.

ian | Penyajian laporan
keuangan daerah,
aksesibilitas laporan
keuangan daerah
terhadap transparasi
akuntabilitas
pengolaan keuangan

daerah.

Penyajian laporan
keuangan daerah,
aksesibilitas laporan
keuangan daerah
berpengaruh positif
terhadap transparasi
akuntabilitas pengolaan
keuangan daerah.

Taufeni taufik (2013)

Peran monitoring

dan evalusi
terhadap system
akuntabilitas
Kinerja instansi

pemerintah daerah.

Peran monitoring dan
evaluasi laporan
terhadap system
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
daerah.

Dalam penyelengaraan
Negara pemangku
kebijakan
bertangungjawab peneuh
terhadap pelaksaan
kegiatan kepada
steakholders dan dan hasil
evaluasi laporan
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah daari




tahun ke tahun mengalami
perbaikan.

Ary Suharyanto dan
Sutaryo (2016),

Pengawasan
internal dan
akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah di

Level kapabilitas
APIP, jumlah auditor
APIP, jenjang
pendidikan auditor
APIP, latar belakang

Level kapabilitas APIP,
latar belakang pendiikan
auditor APIP, berpengaruh
pada akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah

Indonesia. pendiikan auditor sedangkan , jJumlah auditor
APIP terhadap APIP, jenjang pendidikan
akuntabilitas kinerja auditor APIP, tidak
pemerintah daerah di | berpengaruh terhadap
Indonesia. akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Fandy Nurdin (2013) Pengaruh Tingkat kekayaan Tingkat kekayaan

karakteristik
pemerintah daerah
dan temuan audit
BPK terhadap
Akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah.

pemerintah daerah,
tingkat
ketergantungan pada
pemerintah pusat,
belanda daerah serta

temuan audit BPK RI.

pemerintah daerah
berpengaruh positif,
tingkat ketergantungan
pada pemerintah pusat
berpengaruh negative,
tingkat belanja daerah
tidak berpengaruh dan
temuan audit bpk tidak
berpengaruh, terhadap
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah.

2.3 Hipotesis Penelitian

H; : Tingkat kekayaan Pemerintah
Daerah berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

H, : Tingkat  Ketergantungan  pada
Pemerintah Pusat berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah  kabupaten/kota di Sumatera
Selatan.

Hs : Tingkat Belanja Daerah berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah  kabupaten/kota di  Sumatera
Selatan.

H, : Temuan Audit BPK RI berpengaruh
negatif terhadap akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah kabupaten/kota di
Sumatera Selatan.



24 Kerangka Penelitian

Variabel Independen

Karalkteristik Pemerintah Daerah

Xi: Tingkat Kekayaan
Pemerintah Daerah

X,: Tingkat Ketergantungan pada
Pemerintah Pusat

X3: Belanja Daerah

X4: Temuan Audit BPK

3. METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam
penelitian ini adalah pemerintah Provinsi dan
pemerintah  kabupaten/kota di  Sumatera
Selatan tahun 2014 yang mempunyai laporan
keuangan dan variabel penelitian yang di teliti.
3.2 Populasi dan Sampel

Populasi ~ adalah  seluruh

kumpulan elemen yang menunjukan ciri-ciri
tertentu yang dapat digunakan untuk membuat
kesimpulan (Sanusi 2014). Populasi penelitian
ini mencakup seluruh pemerintah provinsi
kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Yang
memiliki laporan keuangan , serta laporan
yang kecuranggan yang ditemukan oleh audit
BPK Rl sesuai dengan  karakteristik
pemerintah  daerah  (tingkat  kekayaan
pemerintah daerah, tingkat ketergantungan

Variabel Dependen

Y: Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten / Kota

pemerintah daerah pada pemerintah pusat,
belanja daerah) dan temuan audit BPK RI, dan
laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi
pemerintah (LAKIP).
3.3 Sumber Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Menurut
Suryana (2010), data sekunder adalah data
yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari
sumber yang telah ada. Data penelitian ini
berasal dari laporan Realisasi Anggaran dan
Belanja Daerah (APBD), data laporan hasil
temuan audit BPK RI tahun 2014 serta data
laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi
pemerintah (LAKIP) yang disusun pada tahun
tahun 2014 vyang disampaikan kepada
Kementrian Keuangan yang diperoleh dari
situs  www.djpk.depkeu.go.id, www.bps.go.id
dan www.menpan.go.id.

Tabel 3.1
Daftar Populasi

No | Kabupaten/Kota No | Kabupaten/Kotap

1 Kab. Ogan Komering Ulu 10. | Kab. Ogan llir

2 Kab. Ogan Komering Ilir 11. | Kab. Empat Lawang

3 Kab. Muara Enim 12. | Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir
4 Kab. Lahat 13. | Kab. Musi Rawas Utara
5. | Kab. Musi Rawas 14. | Kota Palembang

6. | Kab. Musi Banyuasin 15. | Kota Prabumulih

7 Kab. Banyu Asin 16. | Kota Pagar alam

8 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 17. | Kota Lubuklinggau

9 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 18. | Provinsi Sumatera Selatan
S

umber: www.palembangsumsel.go.id


http://www.djpk.depkeu.go.id/
http://www.menpan.go.id/
http://www.palembangsumsel.go.id/

Adapun teknik penentuan sampel
alam penelitian ini adalah Non Probability
Sampling dengan pendekatan  Purposive
Sampling, vyaitu teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan dan syarat dengan
kriteria-kriteria sehingga disesuaikan dengan
objek penelitian. Dari populasi 18 hanya ada
16 yang dijadikan sampel, jadi data sampel
dalam penelitian ini adalah sebanyak 16

sampel. Penelitian ini menggunakan kriteria
pengambilan sampel seperti berikut ini:
1. Merupakan pemerintah Provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera Selatan
2. Memiliki kelengkapan data dan
informasi keuangan mengenai
variabel-variabel yang akan diteliti
melalui website.

Tabel 3.2
Data Sampel Periode 2014
No Kabupaten/Kota No | Kabupaten/Kota
1. Kab. Ogan Komering Ulu 9. Kab. Ogan Komering Ulu Timur
2. Kab. Ogan Komering Ilir 10. | Kab. Ogan Ilir
3. Kab. Muara Enim 11. | Kab. Empat Lawang
4, Kab. Lahat 12. | Kota Palembang
5. Kab. Musi Rawas 13. | Kota Prabumulih
6. Kab. Musi Banyuasin 14. | Kota Pagar Alam
7. Kab. Banyuasin 15. | Kota Lubuklinggau
8. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 16. | Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Data diolah
34 Definisi Operasional AA (memuaskan), A (sangat baik), BB (baik),
Variabel Penelitian CC (cukup memadai), C (agak kurang),dan D
34.1 Variabel  Terikat (Dependent (kurang). Hasil evaluasi berupa skor skala 1-6
Variable) dan dikatagorikan dalam beberapa rentang
Pengertian  variabel penelitian penilaian meliputi AA (6), A (5), B (4), CC

menurut Sanusi (2014), adalah sesuatu hal
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh
informasi tentang hal tersebut kemudian
ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini
adalah skor kinerja yang berasal dari hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan
oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi
(KEMENPAN dan RB) pada tahun 2014.
Dalam rangka peningkatan Kkinerja dan
penguatan  akuntabilitas  kinerja  instansi
pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi
setiap instansi pemerintah dalam rangka
mempertanggungjawabkan kinerjanya
sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam

perencanaan  organisasinya.  Hasil  dari
pelaksanaan evaluasi selesai secara
keseluruhan, KEMENPAN dan RB

memberikan peringkat nilai dengan sebutan:

3).C(2),D ).

3.4.2 Variabel Bebas (Indevendent
Variable)

Variabel independen dalam
penelitiaan ini adalah tingkat kekayaan

pemerintah daerah, tingkat ketergantungan
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,
belanja daerah dan hasil temuan audit BPK RI.

1. Tingkat Kekayaan Pemerintah
Daerah
Filosofi ~ otonomi  daerah

adalah mewujudkan kemandirian
daerah yang diukur melalaui
elemen PAD (Haryanto, 2000).
Berdasarkan Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah pendapatan
yang berasal dari hasil pajak
daerah, retribusi daerah,



pendapatan dari hasil kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang
sah. Dalam  penelitian  ini
menggunakan  realisasi  PAD
dibandingkan  dengan  realisasi
total pendapatan sebagai proksi
untuk menguku kekayaan
pemerintah daerah. Proksi tersebut
digunakan agar perbandingan
kekayaan antar daerah menjadi
merata, karena masing-masing
daerah mempunyai realisasi PAD
yang beragam tergantung dengan
potensi Sumber Daya Alam yang
dimiliki daerahnya, sehingga akan
tergambar berapa persentase PAD
dalam pendapatan daerah. Proksi
tersebut dinyatakan dengan rumus
sebagai berikut:

Tingkat Ketergantungan pada
Pemerintah Pusat

Sumber  pendapatan  bagi
pemerintah daerah selain dari
PAD adalah dana transfer dari
pemerintah pusat. PAD
mencerminkan kondisi
pembiayaan riil daerah, jika
struktur PAD sudah kuat maka
daerah tersebut memiliki
pembiayaan yang kuat juga,
sedangkan DAU dan berbagai
bentuk transfer lainnya
seyogyanya hanya bersifat
pendukung  bagi  pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan
di daerah.

Salah satu dana yang
ditransfer oleh pemerintah pusat
ke daerah adalah dana
perimbangan. Menurut PP Nomor
55 Tahun 2005, dana perimbangan
adalah dana yang bersumber dari
APBN yang dialokasikan kepada
Daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri dari
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Dalam penelitian ini
ketergantungan pada pemerintah
pusat diproksikan dengan realisasi
dana perimbangan dibandingkan
dengan realisasi total pendapatan.
Proksi tersebut digunakan agar

perbandingan tingkat
ketergantungan menjadi merata,
karena  masing-masing  daerah
mempunyai Dana perimbangan
yang beragam, dengan
membandingkan  dengan  total
pendapatan daerah akan tergambar
berapa besar persentase dana
perimbangan dalam pendapatan
daerah proksi tersebut dinyatakan
dengan rumus sebagai berikut:
Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah
kewajiban Pemerintah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih (Kepmendagri Nomor 13,
2006). Dalam kaitan akuntabilitas
realisasi belanja daerah
merupakan  penggunaan  dari
sumber daya keuangan yang
diperoleh  melalui  penerimaan
daerah untuk menjalankan
program/kegiatan. Dalam
penelitian ini  belanja  daerah
adalah realisasi belanja daerah
yang terdiri dari belanja tidak
langsung dan belanja langsung,
yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran Pemerintah
Daerah.

Prinsip  keadilan  anggaran
mewajibkan  belanja  daerah,
khususnya  dalam  pemberian
pelayanan umum harus
dialokasikan secara adil dan
merata agar dapat dinikmati oleh
seluruh  kelompok  masyarakat
tanpa diskriminasi. Dengan prinsip
efisiensi dan efektifitas anggaran,
belanja  harus menghasilkan
peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan yang optimal untuk
kepentingan masyarakat. Ini
bermakna bahwa setiap pos
belanja daerah harus dapat diukur
kinerjanya.

4. Temuan Audit BPK RI

Output dari pemeriksaan BPK
yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP), yang di dalamnya terdapat
opini atas LKPD serta temuan-
temuan hasil pemeriksaan.
Berdasarkan Keputusan BPK RI
Nomor 5/K/1-X111.2/8/2010 tanggal
27 Agustus 2010 tentang Petunjuk



Teknis Kodering Temuan
Pemeriksaan, temuan pemeriksaan
terdiri  dari  Temuan  Sistem
Pengendalian Intern (SPI) dan
Temuan Ketidakpatutan terhadap
peraturan perundang-undangan
serta Temuan 3E (Ekonomis,
Efisien dan Efektif) (BPK, 2011).
Penelitian sebelumnya
dilakukan Hilmi (2012), mengukur
temuan audit kepatuhan BPK
dengan temuan kepatuhan (dalam
rupiah) dibandingkan dengan total
belanja, sedangkan dan Mustikarini
dan Fitriasasi (2012),
menggunakan temuan kepatuhan
(dalam  rupiah)  dibandingkan
dengan total anggaran belanja.
Temuan audit BPK penelitian ini

(dalam rupiah) yang terdapat dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Rl atas Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
dalam  rangkaian  pemeriksaan

LKPD, dibandingkan dengan total
realisasi belanja daerah. Proksi
tersebut digunakan karena temuan
audit BPK RI dipengaruhi besaran
realisasi belanja, semakin besar
belanja  maka  kecenderungan
temuan akan meningkat sehingga
dengan membandingkan dengan
realisasi belanja akan tercermin
berapa persentase temuan terhadap
belanja.

Definisi Operasional atas variabel

diatas dilihat pada tabel dibawabh ini:

menggunakan  jumlah  temuan
Tabel 3.4
Definisi Operasional
Nama Variabel Definisi Indikator Skala
Akuntabilitas Kinerja | Hasil evaluasi akuntabilitas Skor Laporan Ordinal
Pemerintah Daerah kinerja yang dilakukan oleh Akuntabilitas Kinerja
Y) Kementerian Pemberdayaan Pemerintah Daerah
Aparatur Negera dan (peringkat evaluasi
Reformasi Birokrasi. LAKIP).
Tingkat Kekayaan Pendapatan yang berasal dari e Jumlah Rasio
Pemerintah Daerah hasil pajak daerah, retribusi Realisasi
(X1) daerah, pendapatan dari hasil Pendapatan
kekayaan daerah yang Asli Daerah.
dipisahkan, dan lain-lain e Total Realisasi
pendapatan asli daerah yang Pendapatan
sah. Daerah.
Tingkat Dana yang bersumber dari e Jumlah Rasio
Ketergantungan pada | APBN yang dialokasikan Realisasi Dana
Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk Perimbangan.
(X2) mendanai kebutuhan daerah e Total Realisasi
dalam rangka pelaksanaan Pendapatan
desentralisasi, yang terdiri Daerah.
dari Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus
Belanja Daerah (X3) | Realisasi Belanja Daerah e Jumlah Nominal
merupakan penggunaan dari Belanja
sumber daya keuangan yang Daerah.
diperoleh melalui penerimaan
daerah untuk menjalankan
program/kegiatan
Temuan Audit BPK pemeriksaan BPK yaitu Jumlah Temuan Audit | Nominal
RI (X4) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
(LHP), yang di dalamnya
terdapat opini atas LKPD




pemeriksaan.

serta temuan-temuan hasil

4.1 Rancangan Analisis Data
411  Deskripsi Penarikan
Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan hingga 31
Desember 2014. Data yang digunakan yaitu
data sekunder berupa laporan realisasi
anggaran tahun 2014, hasil temuan Audit BPK
RI tahun 2014, dan data akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2014 yang
terdapat  dalam  website = Kementerian
Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan
Reformasi Birokrasi dan website Badan Pusat

Sampel

Statistik. ~ Penarikan ~ sampel  penelitian
dilakukan dengan menggunakan  metode
purposive sampling. Sampel dalam penelitian
ini adalah 16 pemerintah Provinsi dan
pemerintah  kabupaten/kota di  Sumatera
Selatan hingga 31 Desember 2014 dan 2
pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang tidak
termasuk dalam sampel penelitian ini adalah
Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA)
dan Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir
(PALI) yang tidak memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan peneliti. Berikut ini deskripsi
penarikan sampel penelitian:

Tabel 4.1
Deskripsi Penarikan Sampel Penelitian

No | Keterangan

Jumlah Frekuensi

1. | Merupakan pemerintah Provinsi dan

pemerintah | 18 100%
kabupaten/kota di Sumatera Selatan

2. | Tidak memiliki kelengkapan data informasi keuangan | (2) (11%)
variabel-variabel yang akan diteliti pada
website pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Jumlah  pemerintah  Provinsi  dan

pemerintah | 16 89%
kabupaten/kota pada Sampel Penelitian

412 Deskripsi
(Independent Variable)
4.1.2.1 Tingkat Kekayaan
Daerah (TKPD)

Semakin kaya pemerintah Provinsi
dan  pemerintah  kabupaten/kota  maka

Variabel Bebas

Pemerintah

mengandung arti bahwa tingkat
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak
eksternal semakin rendah, dan dengan

demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi
masyarakat membayar pajak dan retribusi
daerah  akan  menggambarkan  tingkat
kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi
pada daerah tersebut. Pada variabel tingkat
kekayaan pemerintah daerah cara
menentukannya  yaitu  jumlah  realisasi
pendapatan asli daerah di bagi dengan total
realisasi pendapatan daerah.

Pemerintah ~ Provinsi  dan  pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
memiliki nilai TKPD tertinggi yaitu Kota

Palembang sebesar 0,25. Adapun pemerintah
Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera Selatan dengan nilai TKPD terendah
yaitu kabupaten Empat lawang dan Ogan
Komering Ulu Selatan sebesar 0,04. Dari 16
pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan tersebut
nilai rata-rata TKPD sebesar 0,08. Jumlah
pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
memiliki nilai TKPD di atas rata-rata yaitu ada
4 pemerintah  Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan,
sedangkan pemerintah Provinsi dan
pemerintah  kabupaten/kota yang memiliki
nilai TKPD di bawah rata-rata sejumlah 12

pemerintah Provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota.

4.1.2.2 Tingkat Ketergantungan
Pemerintah Daerah pada

Pemerintah Pusat (TKPDPP)



Suatu daerah dapat dikatakan efektif
apabila tingkat ketergantungan pemerintah
daerah pada pemerintah pusat yang rendah.
Dengan demikian semakin rendah tingkat
ketergantungan  pemerintah  daerah pada
pemerintah pusat maka bisa dikatakan daerah
tersebut merupakan daerah yang mandiri tidak
mengharapkan bantuan pada pemerintah pusat.
Pada  variabel  tingkat ketergantungan
pemerintah daerah pada pemerintah pusat
dapat diukur dengan cara membandingkan
jumlah realisasi dana perimbangan yang dibagi
dengan total realisasi pendapatan daerah yang
dihitung berdasarkan dengan laporan realisasi
anggaran tahun bersangkutan.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
memiliki nilai TKPDPP tertinggi yaitu
Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,91.
Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan
nilai TKPDPP terendah yaitu Kota Palembang
sebesar 0,54. Dari 16 pemerintah Provinsi dan
pemerintah  kabupaten/kota di  Sumatera
Selatan tersebut nilai rata-rata TKPDPP
sebesar 0,79. Jumlah pemerintah Provinsi dan
pemerintah  kabupaten/kota di  Sumatera

rata-rata yaitu ada 9 pemerintah Provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota, sedangkan
pemerintah ~ Provinsi  dan  pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
memiliki nilai TKPDPP di bawah rata-rata
sejumlah 7 pemerintah  Provinsi  dan
pemerintah kabupaten/kota..

4.1.2.3 Belanja Daerah

Belanja  daerah  menggambarkan
perbandingan antara belanja daerah langsung
dan belanja daerah tidak langsung. Hal ini
mengasumsikan bahwa pengeluaran yang
dibelanjakan sesuai dengan peruntukkannya
dan memenuhi apa yang direncanakan.
Dengan demikian semakin efisien keuangan
daerah maka alokasi belanja daerah tersebut
telah tepat. Variabel belanja daerah diukur
dengan cara belanja tidak langsung ditambah
dengan belanja langsung yang terdapat pada
laporan  realisasi  anggaran  pemerintah
pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada
tahun tersebut.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
memiliki nilai belanja daerah tertinggi yaitu
Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.
22.445,550.985,-. Adapun pemerintah
Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera Selatan dengan nilai belanja daerah
terendah vyaitu Kota Pagar Alam Rp.
808.211.981 dan Kabupaten Empat Lawang
sebesar Rp. 818.399.354,-. Dari 16 pemerintah
Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera Selatan tersebut nilai rata-rata
belanja daerah sebesar Rp. 2.742.901.138.
Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
memiliki nilai belanja daerah di atas rata-rata
yaitu ada 3 pemerintah Provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota, sedangkan
pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
memiliki nilai belanja daerah di bawah rata-
rata sejumlah 13 pemerintah Provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota di.

4.1.2.4 Hasil Temuan Audit BPK RI (HTA
BPK RI)

Hasil temuan audit BPK RI adalah
himpunan data dan informasi yang

melaksanakan tugas audit atas kegiatan
instansi tertentu yang disajikan secara analitis
menurut  unsur-unsurnya yang dianggap
bermanfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Semakin banyak temuan audit
maka semakin banyak tinggi pula tingkat
akuntabilitas  pemerintah  Provinsi  dan

Selatan tersebut .

Pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
memiliki hasil Temuan Audit BPK RI
tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan yaitu
memiliki 23 hasil temuan audit BPK RI.
Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan
hasil temuan audit BPK RI terendah yaitu
Kabupaten Ogan llir dan Kabupaten Musi
Rawas sebesar 11 hasil temuan audit BPK RI.
Dari 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota tersebut nilai rata-rata 17 hasil
temuan audit BPK RI. Jumlah pemerintah
Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera Selatan yang memiliki hasil temuan
audit BPK RI di atas rata-rata yaitu ada 7
pemerintah  Provinsi  dan  pemerintah



kabupaten/kota, sedangkan pemerintah
Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera Selatan yang memiliki hasil temuan
audit BPK RI di bawah rata-rata sejumlah 9

pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.
4.1.3 Deskripsi Variabel Terikat

(Dependent Variable)
4.1.3.1 Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan akuntabilitas kinerja vyaitu
dokumen yang berisi gambaran perwujudan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
disusun dan disampaikan secara sistematik dan
melembaga. Akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji
karakteristik pemerintah daerah dan hasil
temuan audit BPK RI terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Provinsi dan
pemerintah  kabupaten/kota di  Sumatera

Selatan. Berdasarkan hasil uji yang telah

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis tingkat
kekayaan pemerintah daerah berpengaruh
signifikan  negatif terhadap laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Semakin kaya pemerintah daerah tersebut
maka akan semakin tinggi pula tingkat
akuntabilitas (pertanggungjawaban)
daerah tersebut kepada pemerintah pusat
atas hasil kekayaan daerah tersebut.
Namun, hasil evaluasi empiris pada
penelitian ini menyatakan bahwa tingkat
kekayaan pemerintah daerah berpengaruh
positif terhadap laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah ditolak.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis tingkat
ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat berpengaruh
signifikan  negatif terhadap laporan
akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.
Semakin tinggi tingkat ketergantungan
pemerintah daerah pada pemerintah pusat
maka semakin tinggi pula tingkat
akuntabilitas (pertanggungjawaban)
pemerintah daerah tersebut dengan dana

mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui system
pertanggungjawaban secara periodik.
Pemerintah Provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang
memiliki nilai akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah tertinggi yaitu pemerintah Provinsi
dan  pemerintah  kabupaten/kota  yaitu
Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi
Rawas, Kabupaten ~ Musi Banyuasin,
Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan llir,
Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau
sebesar 3. Adapun pemerintah Provinsi dan
pemerintah  kabupaten/kota di  Sumatera
Selatan dengan nilai laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah terendah yaitu
Kabupaten Empat Lawang sebesar 1.

APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat kepada daerah tersebut. Namun,
hasil evaluasi empiris pada penelitian ini
menyatakan bahwa hipotesis tingkat
ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat berpengaruh
positif terhadap laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah ditolak.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis belanja
daerah memiliki pengaruh yang signifikan
negatif ~ terhadap laporan akuntabilitas
kinerja instansi  pemerintah.  Alasan
karena semakin tinggi tingkat belanja
daerah baik belanja langsung atau pun
belanja tidak langsung menggunakan
dana APBD pada daerahnya maka akan
semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas
(pertanggungjawaban) pada pemerintah
pusat atas pengeluaran belanja daerah
pada pemerintah daerah tersebut . Namun,
hasil evaluasi empiris pada penelitian ini
menyatakan bahwa hipotesis belanja
daerah berpengaruh terhadap
pengalokasian ~ laporan  akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah ditolak.

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis hasil
temuan audit BPK RI memiliki pengaruh
yang signifikan negatif terhadap laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Semakin banyak tingkat temuan audit
yang dilakukan oleh lembaga independen
Negara BPK RI terhadap daerah tersebut
maka akan semakin tinggi pula tingat



akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang
dilakukan  oleh  pemerintah  daerah
tersebut atas laporan hasil temuan
tersebut . Namun, hasil evaluasi empiris
pada penelitian ini menyatakan bahwa
hipotesis hasil temuan audit BPK RI
berpengaruh negatif terhadap laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
diterima.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka
dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data tahun
2014, dan hanya meneliti satu provinsi
saja yaitu semua pemerintah daerah di
Sumatera Selatan. Penelitian selanjutnya
agar menggunakan tahun yang lebih baru
dan lebih panjang serta penambahan tidak
hanya satu provinsi saja tetapi semua
provinsi yang ada di Indonesia. Selain
dengan periode yang lebih panjang dan
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